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Abstrak

Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan
tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakangyang sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan
yang memiliki asas mencerminkan “intisari” kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Sehingga asas adalah
dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlaksartinya penerapan‘asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus
dan keadaan yang berubah-ubah. Dalam asas itikad baik terkandung suatu kaidah akan kejujuran dari seseorang dalam
melakukan suatu hal. Terlebih dalamgshal perjanjian jual beli benda, bergerak yang seringkali terjadi dalam kalangan
masyarakat. Adanya permasalahan mengenai ketidak pastian dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akan itikad
baik dalam melakukan jual-beli mmembuat asas.itikad baik ini menjadi akidah yang harus'dijelaskan mengenai pokok fungsi
dan tujuannya. Sehingga diharapkan kedepannya mampu menunjang sebagai dasar.acuanynorma-norma serta kaidah-kaidah
dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dalam melakukan transaksi jual=beli benda bergerak:

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Benda Bergerak; Jual-Beli, Perjanjian.

Abstract

The principle is a fundamental statement or a universal truth that can-be“tised to guide thought and action. The principles
emerging from the research and action, whichware permanent, general and'every principle of science that has reflected the
"essence" basic truths in the 'disciplines So~that_is the basic’ principle buit“not an absolute. means the application of
principles to consider special circumstances-and conditions change in. The-principle of good faith contained a rules of
honesty from a person in doing a thing. Especially-in_terins of the puichase agreement maving objects which often happens
in the community. The existence of the problem regarding| the uncertainty imthe understanding of the people about the
importence of good faith in conducting bussinés transaction, making the.principle of good faith is becoming a creed to be
explained about the principle functions and purpose. Itlis expectedsthatthe future be able to support as a basic reference
norms and rules in the life of society in'general, in ¢onducting transdctions moving objeécts.

Keywords: Principle of Good Faith, MovingiBodies, Buy-Sell, Agreement..

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan”

Dalam transaksi jual-beli tentu terdapat objek jual-
beli. Yang mana objek jual-beli disini tidak lain merupakan
suatu benda. Pengertian benda itu sendiri jika dilihat
berdasarkan aturan hukum dalam KUHPerdata Pasal 499,
memiliki definisi yaitu,

Pendahuluan

Jual-beli merupakan salah satu aktifitas utama dalam
ruang lingkup perdata ekonomi. Sehingga seringkali jual-
beli yang dilakukan dalam masyarakat itu memunculkan
adanya  permasalahan-permasalahan dalam segala
transaksinya. Karena transaksi yang dilakukan oleh para
pihak dalam melakukan jual-beli, secara tidak langsung akan

menimbulkan akibat hukum didalamnya.

Definisi jual-beli jika dilihat menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia mengandung arti persetujuan yang saling
mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan
barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga
barang yang dijual. Namun dalam konteks hukum, definisi
jual-beli juga diterangkan dalamPasal 1457 KUHPerdata
yaitu,“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak
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“Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang
dapat dikuasai oleh hak milik”

Dengan melakukan transaksi jual-beli, maka pembeli
akan mendapatkan benda dari si penjual. Dan penjual akan
mendapatkan bayaran harga dari pembeli. Dalam pengertian
yuridis pembeli akan memperoleh hak milik atas benda yang
telah dibeli dari penjual. Dengan demikian penjual idealnya
adalah orang yang bisa memberikan hak milik tersebut.Atau
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dengan kata lain penjual adalah pemilik dari benda yang
diperjual-belikan.

Namun dalam kenyataanya terhadap benda-benda
bergerak, masih terdapat kekhususan mengenai hak milik.
Apabila kita lihat dalam Pasal 1977 KUHPerdata “Terhadap
benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang
yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka
barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai
pemiliknya” yang intinya menerangkan bahwa orang yang
menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya.
Sehingga keadaan seperti ini dapat disebut sebagai bezit.

Oleh karena itu permasalahan akan timbul ketika
bezitter yang bertindak sebagai penjual, ternyata bukan
sebagai orang yang memiliki kebendaan. Atau dengan kata
lain penjual bukan sebagai pemilik yang sebenarnya dari
barang yang dijualnya. Hal ini tentu berpotensi
menimbulkan kerugian pada pembeli. Karena pembeli tidak
mendapatkan hak milik secara sempurna.

Untuk itu kiranya penulis akan menganalisa dan
membahas mengenai permasalahan yang telah diungkap
sebelumnya dalam kajian yuridis dengan mengangkat judul

skripsi KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI BENDA
BERGERAK

Berdasarkan uraian .diatas, makay penulis; 'akan

mengkaji beberapa Rumusan Masalah sebagai berikut ;

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap’ pembeli
yang beritikad baik dalam jual-beli'benda bergerak?

2. Apakah akibat hukum terhadap jual-beli'benda bergerak

yang tidak dilandasi itikad baik?

Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ' faktor yang sangat
penting dalam setiap penulisan karya ‘ilmiah khususnya
skripsi ini. Oleh karena itu menggunakans suatu metode
dalam melakukan penulisan sktipsi merupakan citikhas dari
ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu, kebenaran
hukum dengan cara menggali, mengolah dan metumuskan
bahan-bahan hukum yang diperoleh , sehingga™ dalam
penulisannya nanti akan mampu mendapatkan kesimpulan
yang sesuai dengan kebenaran ilmiah:, Dan ‘mampu.untuk
menjawab isu hukum yang dihadapi dalam masyarakat-untuk
dapat dipertanggung-jawabkam kebenarannya secara ilmiah.

Penelitian hukum merupakan suatu tahapan dan proses
di dalam kita menemukan aturan hukum, prinsip—prinsip
hukum serta doktrin—doktrin guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Tipe permasalahan yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doctrinal atau
yang sering disebut sebagai “Penelitian Hukum Normatif”,
yaitu penelitian dengan berfikir dalam jalur paham
positivisme. Sehinga dalam penelitian ini akan membahas
permasalahan permasalahan yang diangkat dan diuraikan
dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah—
kaidah atau norma—norma dalam hukum positif, yaitu
dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum,
sepertu  Undang—undang Dasar, Undang-undang, serta
literatur yang berisi konsep teoritis yang dihubungkan
denganpermasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi selalu menggunakan metode
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pendekatan ~ masalah  didalamnya.Sehingga  dengan
pendekatan tersebut penulis diharapkan dapat memperoleh
informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang
dicari untuk mendapatkan jawabannya.Dalam kegiatan
pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari
konsisten dan kesesuaian antara undang-undang yang
menjadi dasar acuan dengan berbagai doktrin serta teori dari
beberapa pakar.Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan
skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang—undang
dan pendekatan konseptual.Pendekatan undang—undang
(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua
undang—undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
permasalahan yang sedang ditangani.Pendekatan konseptual
(conceptual approach) merujuk pada prinsip—prinsip hukum
yang dapat diketemukan dalam pandangan—pandangan
sarjana ataupun doktrin—doktrin hukum.

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini penulis
hanya melakukan pembahasan mengenai bezitter sebagai
penjualyang ternyata berkedudukan bukan sebagai eigenar.

Bahanshukum merupakan sarana dalam penulisan yang
digunakan *untuk, menganalisa dan memecahkan masalah
yang ada dalam_penelitian.Bahan hukum yang diperoleh
diharapkan dapat “menunjang penulisan skripsi. Sedang
sumber bahan hukum, yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini ada duasmacam yaitu bahan hukum primer dan
sekunder

Bahan . hukum, (primer “yaitu, bahan hukum yang
bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan—
bahan hukam' primer terdiri dari perundang—undangan,
catatan—catatan resmi atau |risalah dalam pembuatan
perundang=undangan dan putusan—putusan hakim. Adapun
bahan hukum+ primer yang akan dipergunakan dalam
mengkaji setiap’ permasalahan dalam penulisan skripsi ini
adalah:

LsUndang—undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945

2. Kitab Undang—Undang Hukum Perdata

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 663 K/Sip/1971
tanggal 6 agustus 1973.

Bahan hukum/sekunder adalah bahan hukum yang
diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan.dokimen-dokumen resmi.Publikasi ini meliputi
literatur—literatur 1lmiah, Buku—Buku, jurnal hukum, serta
laporan oenelitian yang bertujuan untuk mempelajari isi dari
pokok permasalahan yang dibahas.

Sedangkan untuk mewujudkan kesimpulan dalam dari
proses penelitian yang dilakukan guna mendapatkan
kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, dipergunakan
metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode
penelitian berdasar konsep atau teori yang bersifat umum
yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat
data. Atau menunjukkan komparasi atau hubungan
seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan
sistematis berdasarkan berdasarkan kumpulan bahan hukum
yang diperoleh, ditambahkan dengan pendaapat para sarjana
yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai
bahan komparatif.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan
langkah—langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminar hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan
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isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan
bahan—bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai
relevansi; (3) melakukan telaah atau isu hukum yang
diajukan  berdasar pada bahan—bahan yang telah
dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk
argumentasi yang menjawab isu hukum yang ada dalam isu
hukum yang ada dalam skripsi tersebut, dan ; (5)
memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat
dalam bentuk kesimpulan. Hal ini sesuai dengan karakter
ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang bersifat perspektif dan
terapan.

Pembahasan

Dalam perkembangan hukum kebendaan di
Indonesia maka dapat dibedakan mengenai jual beli dan
pengalihan hak milik. Jual beli dalam lingkup ini menurut
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana
yang dituangkan dalam pasal 1457 KUHPerdata® adalah
suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu'mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang
lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. ‘Yang
dijanjikan oleh pihak yang satus(pihak penjual), adalah
menyerahkan atau memindahkan hak milik atas,barangyang
ditawarkan, sedang yang dijanjikan oleh*pihak lain (pihak
pembeli), adalah membayar harga yang telah disetujuinya.
Meskipun tidak disebut!didalam salah satuspasal didalam
undang-undang, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini
harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan
harga tersebut berupa barang, maka bukan‘lagi jual beli yang
terjadi, melainkan tukar menukar barang atau barter.

Kalau dalam sistem KUHPerdatas, pembayaran
adalah faktor yang “irrelevant”(tidak “penting) untuk
peralihan hak milik atas barang yang dijual. Tetapi karcna
dalam alam pikiran orang yang hidup dalam suasana Hukum
Adat, pembayaran itu sebagai'perbuatan yang,penting, Maka
sebaliknya apabila yang dijual ‘itu adalah berupasuatu
barang tertentu dan sudah tersedia maka ppembayaran itu
juga mengalihkan hak milik. Juga dalam hal'seperti‘itu harus
dimungkinkan bahwa si pembeli yang.sudah membayar itu
bisa menuntut penyerahan barangnya. dan tidak diwajibkan
hanya menerima ganti rugi saja.

Jual beli itu sendiri mulai terjadi ketika padassaat
kedua belah pihak sepakat mengenai kebendaan dan harga ,
walaupun belum adanya pembayaran dan penyerahan
barang. Hal ini telah diatur dalam pasal 1458 KUHPerdata
yang menetapkan bahwa, “jual beli itu dianggap telah terjadi
antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini
mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya
meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun
harganya belum dibayarkan”.

Hal ini berarti bahwa jual beli adalah perjanjian yang
bertimbal balik yang mengakibatkan berdirinya dari
sekurangnya dua perikatan yang bersifat timbal balik, yaitu
yang melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan,
yang berupa penyerahan barang pada satu pihak, dan berupa
penyerahan kebendaan pada satu pihak.

Pada prinsipnya, jual beli adalah suatu perjanjian
antara dua pihak atau lebih yang mana kesepakatan tersebut
harus terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan
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pembeli, dan harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1320
KUHPerdata yakni :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya:

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

3. Suatu pokok persoalan tertentu:

4. Suatu sebab yang tidak terlarang/halal.”

Kesepakatan itu pun tidak boleh dilakukan dengan
adanya kekhilafan dan paksaan ataupun dengan penipuan
dari salah satu pihak sebagaimana yang telah diatur dalam
pasal 1321 KUHPerdata bahwa “Tiada suatu persetujuan
pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan
atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Berdasarkan
dari pasal 1458 KUHPerdata sebagaimana yang telah
dijelaskan diatas, maka sifat dari jual beli itu sendiri adalah
sebagai sifat dari perjanjian secara obligatoir yakni jual beli
yang menimbulkan perikatan saja, belum memindahkan hak
milik karena ia hanya meletakkan hak dan kewajiban dari
penjual dan pembeli. Yakni pembeli berhak menuntut untuk
penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga.
Pembeli, betkewajiban membayar harga, dan penjual
berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya pembedaan
ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu
telah'wada/ penyerahan wsebagai realisasi perjanjian, dan
penyerahan itu'sah' menuruthukum atau tidak.

Hal ini dijelaskany lebih lanjut dalam pasal 1459
KUHPerdata, yang menyatakan, bahwa,”’hak milik atas
barang yang.dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli,
selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612,
613, dan 616”."Maka jual beli jelaslah belum meletakkan
hak milik atas barang yang diperjual belikan kepada
pembeli.

Hak milik /atas barang yang telah diperjual belikan
akan_timbul /setelah adanya penyerahan (levering). Hal ini
ditegaskanjuga dalam pasal 584 KUHPerdata yaitu, “Hak
milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan
pengambilan—untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan
lewat, wakfu, dengan pewarisan, baik menurut undang-
undang maupun surat wasiat, dan dengan penunjukan atau
penyerahan ‘berdasarkan/ suatu peristiwa perdata untuk
pemindahan hak milik”; intinya yang dilakukan oleh orang
yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu yang
mengatur, tentang hak milik dapat diperoleh karena/melalui
perlekatangkarena daluwarsa, karena pewarisan dan karena
penyerahan  atas suatu  hubungan perdata untuk
memindahkan hak milik.

Penyerahan hak milik seperti yang diungkapkan
dalam pasal 584 KUHPerdata tersebut merujuk pada pasal
1459 KUHPerdata yang mana pengalihan hak milik tersebut
tidak akan berpindah kepada pembeli selama penyerahannya
belum dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 612, 613,
dan 616 KUHPerdata. Khususnya oleh pasal 612
KUHPerdata yang mengatur tentang pemindahan benda-
benda bergerak yang berwujud.

Ketentuan ketentuan tersebut diatas menunjukkan
bahwa hak milik memiliki sifat droit de suit atau mengikuti
bendanya, yang mana hal tersebut merupakan salah satu dari
sifat kebendaan , bahwa droit de suit adalah hak yang terus
mengikuti bendanya ditangan siapa benda itu berada.

Untuk itu hak milik atas benda-benda yang bergerak
akan berpindah kepada pihak pembeli dengan jalan membuat
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persetujuan kebendaan, dimana bezit atas benda tersebut
dipindahkan dari penjual kepada pembeli. Jadi syarat untuk
memindahkan hak milik atas benda bergerak ialah dengan
cara pemindahan bezit.

Kata perikatan sudah tepat sekali untuk melukiskan
suatu pengertian yang sama dengan apa yang dalam bahasa
Belanda dimaksud dengan “verbintenis”, yaitu suatu
hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak
dan kewajiban. Suatu hak menuntut sesuatu dan disebelah
lain suatu kewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Obligation dalam bahasa inggris yang dipakai untuk
menggambarkan hal yang sama, secara kurang lengkap telah
menunjuk pada satu sudut dari adanya timbal balik yang
terjadi dalam perikatan itu, yaitu sudut kewajibannya,
meskipun adanya suatu kewajiban mengandung pengertian
bahwa disudut lain ada suatu hak.

Perikatan sebagaimana yang dimaksud tersebut
merupakan suatu pengertian abstrak, yaitu suatu hal yang
tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan'dalam
pikiran kita. Paling banyak perikatan dalami pengertian
diatas timbul dari suatu peristiwa. Yang mana peristiwa_ini
sering disebut sebagai Perjanjian, yaitussuatd peristiwa yang
berupa suatu rangkaian janji-janjie” Yang . perkataan
perjanjian ini sudah sangat popularsdikalangan masyarakat
pada umumnya.

Jika sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa suatu
perikatan adalah memiliki suatu pengertiansyang abstrak.
Maka suatu perjanjian adalah suatu peristiwa atau kejadian
yang kongkrit. Karena kita, memang dapat melihat adanya
dua orang atau pihak-pihak yang '‘mengucapkan’ atau
menuliskan suatu janji-janji.. Yang kemudian Sebagai tanda
kesepakatan, para pihak| berjabat tanganw.atau ‘menanda
tangani surat perjanjian.

Pembahasan mengenai adanya,_ pemanjian’ jika
dikaitkan dengan adanya itikad baik dariypara pihak, pada
hakekatnya adalah tidak' \ dapat dilepaskan dalam
hubungannya dengan masalah  keadilan. Kontrak™ sebagai
wadah yang mempertemukan kepentingan pihak yang_satu
dengan kepentingan pihak lain menuntut bentuk pertukaran
kepentingan yang adil.

Pertanyaan seputar apa itu’ keadilan adalah suatu
pertanyaan yang tentu sering kali" didengars.dan_selalu
menjadi hal yang diharapkan. Namun dalam pemahamannya
mengenai keadilan justru rumit dan abstrak. Apalagi jika
dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang ada. Keadilan
yang didapat menurut Thomas Aquinas memiliki arti sebagai
keadilan distributif, yang pada dasarnya merupakan
penghormatan pada masing-masing pihak. Dalam konteks
keadilan distibutif , keadilan dan kepatutan tidak tercapai
semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan
juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal lainnya.

Sehubungan dengan adanya hakikat keadilan dalam
perjanjian, beberapa tokoh sarjana mengajukan pemikiran
tentang keadilan yang berbasis kontrak. Antara lain John
Locke, Rosseau, Immanuel Kant, dan John Rawls. Para
pemikir tersebut menyadari bahwa tanpa adanya kontrak
perjanjian, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung
pada pernyataan pihak lain. Dalam pembuatan kontrak
perjanjian memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa
masing-masing individu akan memenuhi janjinya dan
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selanjutnya hal ini memungkinkan untuk adanya transaksi
diantara mereka khususnya dalam hal perjanjian jual-beli
benda bergerak.

Mengenai perjanjian yang seperti dijelaskan diatas
juga memiliki arti dalam pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual
beli merupakan perjanjian yang mana pihak satu
mengikatkan diri kepada pihak yang lain. Hal ini
mengindikasikan bahwa perjanjian itu telah menjadi bagian
didalam jual beli tersebut. Sehingga perjanjian juga sangat
penting kaitannya akan berlangsungnya jual beli antara dua
pihak yang bertransaksi.

Konsep dasar perjanjian juga telah memberikan
definisi yang jelas dalam pasal 1313 KUHPerdata yakni
sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang
mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang
lainnya. Yang mana perjanjian ini dibuat oleh para pihak
tidak lain adalah untuk kepentingan dirinya sendiri seperti
yang diterangkan dalam pasal 1315 KUHPerdata bahwa,
“RPada mumumnya seseorang tidak dapat mengadakan
pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” .

Dalam definisi diatas, secara jelas terdapat konsensur
antara para_pihak, yaitu persetujuan antara para pihak satu
dengan pihak yangtlainsSelain itu konsep perjanjian dalam
halsini sangat sejalan dengan adanya konsep jual beli seperti
yang dijelaskan_dalam pasal 1457 KUHPerdata. Sehingga
kedua, pefumusan yang menjadi,suatu kesatuan ini sangat
erat hubungannya dalam'memenuhi syarat-syarat perjanjian
yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Sejalan®dengan perjanjian jual beli yang dimaksud
sebelumnya, tentu akan menimbulkan akibat hukum setelah
dibuatnyaperjanjian tersebut. Akibat hukum yang
memunculkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para
pihakesyang /terlibat didalam proses perjanjian jual beli
tersebut, _Kewajiban bagi para penjual untuk meyerahkan
barangnya dan jmenanggungnya seperti yang dijelaskan
dalam pasal*1474 KUHPerdata yaitu, “Penjual mempunyai
dua wkewajiban utama jyaitu menyerahkan barang dan
menanggungnya’’, serta /pembeli berkewajiban untuk
membayar harga atas barang yang dibeli seperti diterangkan
dalam pasal 1513 KUHPerdata bahwa “Kewajiban utama
pembeli ‘adalah membayar harga pembelian pada waktu dan
ditempat yang-ditetapkan didalam perjanjian”.

Olehkarena itu sebagaimana yang telah diketahui
sebelumnya bahwa dalam pasal 1338 (1) KUHPerdata
tercermin asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme
serta daya pengikatnya suatu perjanjian. Pemahaman
terhadap pasal tersebut tidak berdiri dalam kesendiriannya,
asas-asas yang terkandung dalam pasal tersebut terdapat
dalam suatu sistem yang menyatu. Terkait dengan daya
mengikatnya tentang perjanjian yang berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pada
situasi tertentu daya berlakunya dibatasi antara lain dengan
itikad baik.

Pasal 1338 (3) KUHPerdata menyatakan bahwa,
“perjanjian-perjanjian harus dinyatakan dengan itikad baik.
Arti akan maksud itikad baik tersebut tidak dijelaskan
dengan tegas dan jelas dalam KUHPerdata. Namun jika
dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang
dimaksud dengan itikad baik ialah kepercayaan, keyakinan
yang teguh, maksud atau kemauan (yang baik).
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Pengaturan pasal 1338 (3) KUHPerdata, yang
menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan
adanya itikad baik. Maksudnya adalah perjanjian tersebut
dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian
itikad baik dalam dunia hukum mempunyai arti yang luas
daripada pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Menurut
Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923
(Nederlandse  Jurisprudentie, hal. 679) memberikan
rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan “ volgens de
eisen van redelijkheid en billijkheid artinya itikad baik
harus dilakukan dengan kepatutan dan kepantasan.
P.L.Werry menerjemahkan “redelijkheid en billijkheid”
dengan istilah “budi dan kepatutan”, beberapa terjemahan
lain menggunakan istilah “kewajaran dan keadilan” atau
“kepatutan dan keadilan”. Dengan demikian “redelijkheid
en billijkheid”, mengandung arti meliputi semua yang dapat
dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan
adil.
Jika dikaitkan dengan pasal yang lain, pasal 1338 (3)
KUHPerdata tersebut pada umumnya selalu.dihubungkan
dengan pasal 1339 KUHPerdata. Yang menerangkan bahwa,
“persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengantegas
ditentukan didalamnya, melainkan jugasSegala sesuatu ‘yang
menurut sifatnya persetujuan ditintut berdasarkan keadilan,
kebiasaan, atau undang-undang”. Dan ‘keadilan) yang
dimaksud dalam pasal tersebut.adalah “itikad baik™
Mengulas penjelasansdiatas_bahwa suatu perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik:"Itikad baik itu sendiri
secara sekilas telah dijelaskan didalamy ' pasal /1338
KUHPerdata.  Beranjak | kepada pendapat”, Wigjono
Prodjodikoro, yang menjelaskan bahwasannya, pengertian
itikad baik yang didasarkan pada pasal 1338 KUHPerdata
hendaknya dibedakan dengan pengertian itikad baik"menurut
ketentuan dalam pasal 1963 dan 1977 “KUHPerdata.
Pengertian itikad baik menurut pasal 1338 KUHPerdata
diberikan batasan secara ' objektif-dinamis:™ Sedangkan
pengertian itikad baik dalam "\pasal 1963 “dan..1977
KUHPerdata diberikan batasan atti'secara subjektif-statis:
Namun dalam hal ini tetap'isaja para pihak-pthak
dalam perjanjian tersebut harus’ memenuhi syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya, perjanjian tersebut
diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang=menyatakan :
(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinyajsehingga hal
ini menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar
kebebasan menentukan kehendaknya, (2) adanya kecakapan
bagi mereka yang membuat perjanjian atau mampu
melakukan perbuatan hukum tersebut, (3) suatu hal tertentu
dan, (4) suatu sebab yang halal/tidak terlarang dalam arti
tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum
atau kesusilaan. Sedangkan rumusan umum mengenai itikad
baik yang terdapat dalam pasal 533 KUHPerdata, yang
berbunyi :
“itikad baik selamanya harus dianggap ada pada
tiap-tiap pemegang kedudukan, barang siapa
menuduh akan itikad buruk, kepadanya harus
membuktikan tuduhan itu”.

Pasal 532 ayat (2) KUHPerdata, mengatur bahwa :
“apabila si pemegang kedudukan karena
kedudukannya digugat dimuka hakim dan dalam
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perkara itu dikalahkannya, maka dianggaplah dia

beritikad buruk mulai saat perkara itu dimajukan”.

Berdasarkan rumusan pasal 533 KUHPerdata diatas
menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang
memegang kedudukan berkuasa baik itu penjual maupun
pembeli harus senantiasa dianggap beritikad baik selama
tidak dapat terbukti sebaliknya. Adanya itikad baik tersebut
maka para pihak menyadari kewajibannya yang timbul dari
adanya perjanjian jual beli. Dalam pasal 531 KUHPerdata
menyatakan bahwa seseorang itu dianggap memiliki itikad
baik apabila orang itu memperoleh suatu benda dengan cara
memperoleh hak milik tanpa mengetahui adanya cacad yang
terkandung dalam benda tersebut. Sebaliknya suatu keadaan
yang dikatakan sebagai itikad buruk apabila orang tersebut
mengetahui bahwa benda tersebut adalah bukan miliknya.

Hal ini diatur dalam pasal 532 KUHPerdata. Kedua pasal

tersebut hanya mengatur tentang kedudukan berkuasa (bezit)

atas benda bergerak yang diperoleh seseorang dari orang
lain yang tidak berhak memilikinya. Sedangkan adanya Bezit
dalam*ketentuan yang diatur dalam pasal 1977 KUHPerdata
pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi seorang
pembeli‘barang'bergerak yang jujur dan beritikad baik.
Sebelumnyaytelah disebutkan bahwa ada beberapa
pasal yang menerangkan mengenai pasal yang menyebutkan
adanya itikad baikgrdiantaranya adalah pasal 1338, pasal

1963%, dan pasal 1977 KWHPerdata. Namum Wirjono

Prodjodikoro..memiliki ‘pembagian mengenai itikad baik

menjadi'2 macam, yaitu:

L4 Ttikad baiképada waktu mulai berlakunya suatu hubungan
hukum: Ttikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau
anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan
bagi,dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam
konteks ini hukum memberikan perlindungan bagi pihak
yang _beritikad! baik, sedang bagi pihak yang tidak
beritikad baik harus bertanggung jawab dan menanggung
tesiko. Ttikad baik seperti ini dapat disimak dalam
ketentian pasal 1977 KUHPerdata dan pasal 1963
KUHPerdatay dimana terkait dengan salah satu syarat
untuk.smemperoleh/ hak milik atas barang melalui
daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subjektif dan statis.

2. Itikad baik dalam pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban=yang_térmaktub dalam hubungan hukum itu.
Pengertianitikad baik semacam ini sebagaimana telah
diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang bersifat
objektif dan dinamis. Titik berat itikad baik disini terletak
pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah
pihak yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Meskipun telah banyak pasal-pasal yang mengatur
tentang kedudukan para pihak untuk selalu dianggap
beritikad baik. Tetapi masih banyak hal yang terjadi sebagai
indikasi mencari keuntungan sepihak yang dilakukan oleh
pihak penjual dalam memperjualkan benda kepada pihak
lain. Terkait dengan pembahasan ini adalah apabila penjual
selaku penguasa benda yang diperjualbelikan kepada pihak
lain ternyata bukanlah sebagai pemilik dari kebendaan
tersebut. Dengan kata lain penjual melakukan penipuan atau
beritikad buruk kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli
akan dirugikan dengan adanya hal tersebut yang
menyebabkan penyerahan hak milik dari benda yang
seharusnya dikuasai penjual kepada pembeli menjadi
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tidaklah sempurna. Oleh karena itu perlu kiranya ada bentuk
perlindungan hukum yang secara tegas mengatur bagi salah
satu pihak, khususnya pembeli yang tidak mengetahui
adanya cacat dalam benda yang diperjualbelikan serta tidak
mengetahuui bahwa ada itikad buruk yang dilakukan penjual
kepadanya. Sehingga hak milik yang seharusnya berpindah
kepada pembeli dapatlah dilakukan secara sempurna.

Sedangkan jika dilihat dalam ketentuan pasal 1977
KUHPerdata justru makna yang terkandung dalam pasal ini
lebih memberikan perlindungan bagi mereka sebagai
pemegang kedudukan. Bahwa bezit sebagai orang yang
menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik
sepenuhnya. Yang mana justru ini akan memberikan
perlindungan bagi mereka yang menguasai kebendaan tanpa
memperoleh hak milik. Oleh karena itu dapat dimisalkan
antara lain: A adalah pemilik dari sebuah jam tangan; B
menjual; dan menyerahkan jam tangan A kepada pembeli C.

Jika dilihat berdasarkan contoh tersebut, menurut
hukum yang berlaku di Indonesia siapakah yang mempunyai
hak milik atas jam tangan tersebut? secara teofi eigéndom
tentulah A yang mempunyai hak milik.atas.jam tangan
tersebut. Tetapi sesuai ketentuan berdasarkan pasal’ 1977
KUHPerdata C harus dianggap sebagaipemilik sepenuhnya.
Dan dalam kaitannya dengan penerapan itikad:baik menurut
pasal 1977 KUHPerdata, sering itikad baik tersebut diartikan
“tidak tahu atau tidak harus’ tahu”. Maksudnya .adalah
ketidaktahuan pihak pembeli mengenai cacad. kepemilikan
dapat dimaafkan menurut kepatutan ‘dan’ kelayakan:
Sehingga akan cenderung menimbulkan bébagai multitafsir
dalam penerapan pasal tersebut, dikarenakan tidak adanya
kejelasan yang diterangkan oleh maksud “dari adanya
penerapan pasal 1977 KUHPerdata tersebut.

Dalam penjelasan pasal 584 KUHPerdata“mengenai
pemindahan hak milik, undang-undang lebih memilih bahwa
A adalah pihak yang lebih berhak atas, barang.tersebut:
Untuk memperoleh hak ' dengan cara=pemindahan
kewenangan berhak pada orang'yang memindahKanstelah
disyaratkan, bahwa yang dilakukanitersebut tidak dari orang
yang tidak memiliki kewenangan berhak. Sehingga,dengan
demikian orang yang memiliki kewenangan berhak*tersebut
dilindungi.

Untuk itu pihak ketiga (C) harus puas=dengan hanya
suatu perlindungan hukum untuk menggugat terhadap.pihak
B, karena B telah melakukan wanprestasi kepada C.
Meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan atau perjanjian
yang dibuat diantara mereka berdua. Dan dalam pasal 1977
KUHPerdata juga telah dijelaskan bahwa bezit haruslah
dianggap pemilik sepenuhnya, akan tetapi dalam ketentuan
ini pihak C tidak mendapatkan hak milik (eigendom) dengan
sempurna, karena cara memperolehnya berdasarkan pada
orang yang tidak memiliki kewenangan berhak.

Hal ini sudah jelas bahwa adanya ketentuan seperti
ini yang mensyaratkan tentang adanya kewenangan berhak
telah membuat posisi sesecorang sebagai pembeli atau pihak
C menjadi sangat tidak menyenangkan, mengingat hampir
tidak pernah ada kepastian, bahwa ia berhubungan dengan
seseorang yang mempunyai kewenangan berhak atau tidak.
Namun dalam pasal 1977 KUHPerdata tersebut telah
mengandung perlindungan bagi bezitter beritikad baik,
bahwa dalam hal ini bezitter akan sepenuhnya dianggap
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sebagai eigenaar (orang yang memiliki suatu barang) sampai
orang lain dapat membuktikan, bahwa orang lain (pemilik
sebenarnya) itu mempunyai hak yang lebih baik atas benda
tersebut.

Ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdata sudah
memberikan kepastian bahwa segala persetujuan yang telah
dibuat akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Pertimbangan dalam hal untuk lebih
memperhatikan adanya suatu itikad baik telah diwujudkan
sejak awal dilakukannya suatu kesepakatan.

Oleh karena itu dengan adanya ketentuan seperti ini
seharusnya menjadi acuan bagi para pihak yang membuat
persetujuan, untuk lebih mengutamakan kewaspadaan dan
perhatiannya terhadap adanya itikad buruk yang mungkin
saja timbul sebelum atau setelah dilakukannya persetujuan
tersebut.

Meskipun demikian, dalam hal pembahasan
mengenai perjanjian jual beli antara para pihak yang
bersepakat. Seperti yang telah diterangkan dalam pasal 1341
KUHPerdata. bahwa, “Meskipun demikian, kreditur boleh
mengajukans, tidak berlakunya segala tindakan yang tidak
diwajibkan _yang “dilakukan oleh debitur, dengan nama
apapun juga yang merugikan kreditur asal dibuktikan bahwa
Ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang
dengannya atau_untuknyasdebitur itu bertindak mengetahui
bahwa  tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para
kreditur. \Hak-hak yang diperoleh oleh pihak ketiga dengan
itikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dan
tindakan yangtidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan
batalnya /tindakan/ yang dengan Cuma-Cuma dilakukan
debitur, cukuplah/kreditur menunjukkan bahwa pada waktu
melakukan tindakan itu debitur, mengetahui bahwa dengan
cara_.demikian «dia’ merugikan / pihak kreditur, tak peduli
apakah orang‘yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau
tidak”, ~maka bagi pihak /kreditur/pembeli diperbolehkan
untuk mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang
tidak..diwajibkan yang /dilakukan oleh debitur/penjual,
dengan alasan“apapun it dapat merugikan pembeli asalkan
dibuktikan atas perbuatan/tersebut.

Apabila dalam perjanjian jual beli tersebut didasarkan
oleh 'adanya suatu jtikad buruk dari pihak penjual, maka
seperti _yang=dijelaskan dalam pasal 1499 KUHPerdata
bahwa,.‘‘Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau
menyuruh orang yang mengadakan penuntan hak melalui
hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah
dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan perbaikan
yang perlu pada barang yang bersangkutan. Jika penjual
telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka
ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan
pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkan semata-mata
untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya”
sehingga penjual berkewajiban untuk mengembalikan segala
biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Yang diperkuat
dengan pasal 1471 yang menyatakan bahwa, “jual beli atas
barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar
bagi pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian
dan bunga, jika ia (pembeli) tidak mengetahui bahwa barang
itu kepunyaan orang lain. Sehingga meskipun telah
diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung
apapun, tetapi penjual akan tetap bertanggung jawab atas
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akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Dan sudah
tentu bahwa persetujuan yang telah dibuat atas dasar jual
beli tersebut dianggap telah bertentangan dan batal demi
hukum.

Terkecuali apabila pembeli memperoleh kebendaan
yang berasal dari tempat pelelangan, atau pasar-pasar umum
atau dari pedagang-pedagang besar. Maka atas dasar itulah
pembeli tidak dapat mengajukan tuntutan untuk meminta
ganti rugi atas barang yang diperoleh. Yang ternyata barang
tersebut telah diminta kembali kepada pemilik sebenarnya.
Hal ini dikuatkan dengan adanya pasal 582 KUHPerdata.

Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat seringkali
terjadi hubungan hukum antara seseorang atau lebih, yang
menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak
yang membuatnya. Salah satu bentuknya adalah dalam
pembuatan perjanjian jual-beli benda bergerak. Pada
umumnya suatu perjanjian jual beli benda bergerak
dituangkan dalam bentuk lisan yakni kesepakatan. Dalam
jual-beli ini pun dapat dilakukan secara tertulis yakni' dalam
bentuk suatu perjanjian jual-beli. Yang mana perjanjian
tersebut dibuat secara sengaja oleh para pihak sebagai bukti
tentang adanya peristiwa yang terjadi-Sertadisepakati oleh
para pihak.

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah mengenai
adanya itikad buruk dalam pembuatangperjanjian jual-beli
benda bergerak entah itikad buruk tersebutmuncul pada saat
sebelum pembuatan perjanjian, , pada saat  pembuatan
perjanjian maupun setelah pembuatan  perjanjian oleh para
pihak. Dengan adanya pelanggaran hak-hak atau kewajiban-
kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pithak| pembuat
perjanjian tersebut maka dapat dinyatakan pihak tersebut
melakukan itikad buruk.

Oleh karena itu | dalam penerapan, pembuatan
perjanjian oleh para pihak "sesuai dengan® pasal %1338
KUHPerdata bahwa suatu ‘perjanjian harus dilaksanakan
dengan itikad baik. Maka dalam pembuatannya pun harts
dilandasi berdasarkan adanya'niatan baik bagi pihakeyang
membuatnya baik itu sebelum ‘perjanjian dibuat, pada.saat
perjanjian dibuat maupun setelah'perjanjian itu‘dibuat.

Itikad Buruk itu sendiri ‘dapat dijelaskan*sebagai
perbuatan yang mengandung maksud.dan tujuan yang tidak
baik, atau suatu tindakan yang dilakukan*dengan niatan
buruk. Misalnya, seseorang yang membeli barang. curian
dengan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan
curian, hal ini disebut pembeli beritikad buruk. Tentu hal ini
berlawanan dengan pembeli beritikad baik, yang membeli
barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut curian.
Contoh lain adalah, apabila seseorang menjual barang yang
ternyata barang tersebut bukan sebagai miliknya atau
mungkin barang tersebut atas hasil dari curiannya, tentu hal
ini disebut penjual beritikad buruk karena penjual tidak
memiliki kewenangan berhak atas barang itu untuk menjual.

Banyaknya kejadian tentang adanya itikad buruk
dalam jual-beli benda bergerak tentu tidak lepas dari adanya
peran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengikat
didalamnya. Hal ini berpotensi bahwa itikad buruk bisa saja
terjadi bagi siapa saja yang melakukan perjanjian jual-beli
yakni tidak lain adalah pihak penjual dan pembeli tersebut.
Pihak penjual sebagai pihak yang menguasai kebendaan
(bezitter) berkewajiban menyerahkan dan menanggung
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barang yang dijual dan pembeli sebagai pihak yang
menguasai kebendaan setelah dilakukannya penyerahan oleh
pembeli, berkewajiban untuk membayar harga dari barang
yang telah diterimanya atas jual-beli tersebut.

Dari beberapa kewenangan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari masing-masing pihak atas barang yang
dikuasai, memaksa mereka untuk memenuhi hal tersebut,
sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Untuk itu dalam hal pelaksanaan perjanjian apabila masing-
masing pihak tersebut tidak dapat memenuhi hak dan
kewajibannya masing-masing, berarrti pihal-pihak tersebut
diantaranya penjual dan pembeli telah dianggap melanggar
aturan yang telah ada dan beritikad buruk.

Pemindahan bezit merupakan suatu keharusan untuk
pemindahan hak milik atas benda bergerak yang
diperjualbelikan. Untuk itu terjadinya penguasaan barang
(bezit) dengan beritikad buruk apabila pemegangnya
(bezitter) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan
miliknya.

Sebagai Contoh:

A" membeli “sebuah Televisi dari B, tetapi ternyata
televisi yang «dijual Bu tersebut bukanlah milik B yang
sebenarnya, melainkanymilik C yang telah lama dititipkan
kepada B: Maka berdasarkan kasus tersebut tampak bahwa
B telah menguasai suatu benda berdasarkan itikad buruk.

Penguasaan yang tidak ‘jujur oleh B, apabila orang
tersebut| pada permulaan menguasai benda itu mengetahui
atau setidak-tidaknya seharusnya mengerti bahwa dengan
penguasaan benda jitu ia merugikan orang lain. Pasal 532
KUHPerdata menekankan bahwa ‘orang yang menguasai
benda ifu mengetaahui bahwa benda itu bukan miliknya.
Apakah™penguasaan itu merugikan orang lain atau tidak,
bukan persealan. Hoge Raad'menekankan bahwa orang yang
menguasai benda itu mengetahui bahwa penguasaan itu
merugikan orang lain, apakah benda yang dikuasai itu bukan
miliknya, tidak menjadi persoalan.

Serta_sebaliknya bagi pembeli yang beritikad buruk.
Apabila A pada permulaannya telah mengetahui bahwa
barang yang dikuasai‘oleh B bukanlah milik dari B sendiri,
melainkan milik orang lain. Dan mengetahui bahwa apabila
ia membeli-barang tersebut maka akan merugikan orang lain.
Untuk itugdapat dikatakan juga bahwa A adalah pembeli
dengan itikad buruk. Karena ia sebagai pihak pembeli telah
mengetahui akan adanya cacad yang terkandung dalam
barang itu.

Adanya itikad buruk yang dilakukan ternyata masih
memberikan bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak
tersebut yakni berupa hak-hak berikut ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 549 KUHPerdata, yaitu :

1. orang yang menguasai benda dianggap sebagai
pemiliknya sampai dapat dibuktikan sebaliknya di muka
pengadilan;

2. orang yang menguasai benda itu apabila telah menikmati
segala hasilnya wajib mengembalikannya kepada yang
berhak;

3. orang yang menguasai benda itu berhak mempertahankan
penguasaannya terhadap gangguan atau berhak dipulihkan
kembali apabila kehilangan penguasaannya (Pasal 548
KUHPerdata).
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Sehingga apabila dengan terang-terangan mengetahui
bahwa benda itu bukan miliknya. Dan jika benda itu dituntut
dimuka hakim oleh C, apabila ia dikalahkan oleh hakim
maka dianggaplah itikad buruk itu ada mulai saat perkara itu
dimajukan (Pasal 532 KUHPerdata). Untuk itu pihak-pihak
yang menguasai kebendaan dengan itikad buruk tidak dapat
menikmati hasil benda tersebut apabila barang sudah
dikembalikan kepada pihak yang berhak, dalam hal ini
adalah C.

Memang diakui dalam memahami itikad baik itu
bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataanya, itikad baik
selalu tumpang tindih dengan apa yang dinamakan kepatutan
serta kewajaran. Yang mana dalam pengertian kepatutan
terkandung itikad baik didalamnya. Dan dalam pengertian
itikad baik terdapat kepatutan. Sehingga dalam pengujian
secara objektif, salah satu pihak tidak dapat membela diri
dengan mengatakan bahwa dirinya telah berbuat jujur
manakala ia tidak bertindak secara patut. Sedangkan dalam
pengujian  subjektif, terhadap kewajiban itikad " baik
dikaitkan dengan keadaan karena ketidaktahuans

Oleh karena itu itikad baik selamanya akan dianggap
ada kepada siapapun, baik itu penjualsdan.pembeli, barang
siapa menuduh pihak-pihak tersebut'akan itikad buruk maka
pihak yang menuduh tersebut harus’membuktikan tuduhan
itu. Dan selama proses gugatan berlangsung, selama:belum
ada keputusan hakim akan itikad buruk yang dilakukan.
Maka para pihak yang dituduh tetap dianggap.beritikad baik.
Jadi bagi penjual maupun pembeli’ yang mandapatkan
tuduhan akan itikad buruk, haruslah dibuktikan tuduhan
tersebut sampai adanya putusan hakim\yang membenarkan
tuduhan itu.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terbukti bagi
para pihak yang beritikad butuk dalam pegjanjian~jual beli
benda Dbergerak adalah | mengacu pada “=pasal 1335
KUHPerdata, yakni apabila perjanjian itu'tidak dibuat tanpa
sebab atau dibuat dengan sebab: yang palsu-atau terlarang
maka perjanjian tersebut tidak akan memiliki keKuatany dan
dinyatakan batal demi hukum:, Serta mengkaji _atas
Yurisprudensi Mahkamah Agung. No.663¢ K/Sip/1971
tanggal 6 Agustus 1973 tentang. keputusan Mahkamah
Agung yang menerangkan, bahwa jual-beli yang' terjadi
antara penjual dan pembeli tidak sah"oleh karena.dilakukan
dengan itikad buruk.

Dan dalam hal pembatalan kontrak pada dasarnya
akan membawa akibat itikad buruk tersebut tidak pernah
ada, karena eksistensi serta kekuatan hukum yang
terkandung didalam suatu kesepakatan ataupun perjanjian
yang dibuat menjadi tidak memiliki kekuatan dan selalu
dianggap berlaku surut sejak dilakukannya pembuatan
perjanjian.

Dengan demikan makna pembatalan lebih mengarah
pada proses penutupan perjanjian kontrak. Akibat hukum
dari adanya pembatalan itu adalah pengembalian pada posisi
semula, sebagaimana halnya sebelum pembuatan perjanjian
tersebut dilakukan.

Kesimpulan dan Saran

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi pembeli
yang beritikad baik telah diatur dalam ketentuan 1499
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KUHPerdata. Yang menerangkan bahwa apabila dalam
perjanjian jual-beli tersebut didasari oleh adanya itikad
buruk oleh pihak penjual, maka penjual berkewajiban untuk
mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh
pembeli. Yang diperkuat dengan pasal pasal 1471
KUHPerdata bahwa jual-beli atas barang orang lain adalah
batal dan dapat memberikan dasar bagi pembeli untuk
menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga jika
pembeli tidak mengetaui bahwa barang itu kepunyaan orang
lain.

Sedang dalam Rumusan pembahasan kedua dapat
disimpulkan bahwa dalam setiap jual-beli pasti akan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak-pihaknya.
Yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara pihak-
pihak tersebut. Dalam membuat kesepakatan tersebut
haruslah dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Oleh
karena itu dapat dikatakan beritikad buruk apabila para
pihak baik itu penjual maupun pembeli tersebut tidak
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang
berlaku. Atau para pihak tersebut telah bersepakat dalam
perjanjian dengan,sebab-sebab yang palsu.

Sehingga dengan adanya itikad buruk yang dilakukan
oleh pihak-pihak tersebut maka menimbulkan akibat yang
harus ditanggung berdasarkan pasal 1335 KUHPerdata yang
menerangkan bahway, suatu” perjanjian yang dibuat tanpa
sebab;, atau dibuat karena sebabiyang palsu atau terlarang,
maka ‘tidak mempunyai kekuatan.sDan perjanjian tersebut
dapat dinyatakan bataliddemi hukum.

Ucapan Terima Kasih

Penulis H:S mengucapkan terima kasih kepada kedua
orapg tua yangsselalu dibanggakan dengan segala ikhtiar dan
usahanya'yang telah memberikan banyak hal. Ayahku Gatot
Subianto;wyang_selalu menasehati akan pentingnya agama
sebagai_modal‘yang tidak terlepaskan akan kehidupan dunia
dan akhirat. Mamaku Sri/Kasumaningsih, yang tidak pernah
lelahymengingatkan untuk selalu ibadah. Serta Kakak dan
Adik-Adikku, " Dedy Rahmat Wahab, Auliya Azizah, Zidan
Nurdin ‘Rebbi Arafat, Diva [zza Mansyatika, Dan keluarga
besarku.

Pimpinan.dan seluruh Civitas Akademik Fakultas
Hukum Universitas Jember. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,
M.Hum selaku dekan saat ini. Tanpa bantuan serta arahan
beliau tentunya tidak akan mungkin didapat hasil dalam
menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
Jember ini. Jajaran Dekanat Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,
M.H. (Pembantu Dekan I), Bapak Mardi Handono, S.H.,
M.H. (Pembantu Dekan II), dan Bapak H Eddy Mulyono,
S.H,.M.H (Pembantu Dekan III).

Jajaran program Bagian Hukum Perdata Ekonomi,
Bapak Sugijono, S.H,.M.H selaku Ketua Jurusan Hukum
Perdata. Serta seluruh staf pengajar Bagian Hukum Perdata
pada khususnya. Terlebih kepada Ibu Dr. Dyah Ochtorina
Susanti, S.H,.M.Hum, yang sudah menjadi tempat sharing
sebelum memulai skripsi ini. Kepada Bapak Kopong Paron
Pius, S.H,.S.U terima kasih atas arahan dan nasehatnya
dalam proses pemilihan judul Skripsi.

Pembimbing skripsi Bapak Mardi Handono, S.H.,
M.H. Selaku Dosen Pembimbing Dan Bapak Firman



H. Sujana. et.all. Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak 9

Floranta Adonara, S.H,.M.H., selaku Dosen Pembantu
Pembimbing. Terima kasih atas segala kesediaan bapak atas
waktu yang telah diberikan untuk menjadi teman diskusi
dimanapun bapak berada. Serta dorongan dan semangat
yang telah bapak berikan. Terima kasih atas kesabaran dan
dukungannya schingga memberikan kemudahan dalam
penyusunan skripsi.

Teman—teman kuliah yang telah membantu dalam
segala informasi atas skripsi ini, Rahmad Deny, Arif Wahyu
K, Dedik Arfianto, Darma, Mbak Betta,Anggita Maresti
serta teman-teman lain yang belum bisa disebutkan satu
persatu. Terimakasih atas semua informasi yang telah
diberikan sehingga dapat mempermudah dalam penyelesaian
skripsi ini.

Saudara dan sahabat saya di Garwita Institut, temen-
temen Psikolog, terlebih Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat yang telah memberi tempat berkreasi serta
warna dalam proses pembelajaran, lebih membuka mata
untuk lebih mengenal dan peduli kepada kehidupan
masyarakat disekitar kita. Dila Hartaning, Ratna DKg"Naila
Rizki, dll, terimakasih atas semangat dan<keceriaan kalian
dalam mengisi hari-hari saat dikantor..Terlebih kepada Mas
Doho Ali Sastro yang telah rela_menjadi teman, sahabat,
ayah, guru, dan penginspirasié Terimakasih, atas segala
bimbingan, arahan, motivasi, serta’ilmusyang, telahdiberikan
kepada. Terima kasih teldh inengenalkan Lapas. Mohon
maaf apabila hasil dari pekegjaan ini masih belum maksimal.

Pondok Pesantren ' Mahasiswa Syafi’ur Rohman;
sebagai rumah tempat tinggal selama menjalani,kuliah dari
awal hingga akhir. Serta; jajaran pengurus ‘yang. ada
didalamnya. Terima kasih atas ruang serta dedikasinya yang
diberikan untuk selalu menjadikan kami sebagai siswa yang
memiliki akhlak mulia dan berbudi pekertiiyang Tthuc serta
mampu mengajarkan Qur’an ‘dan Hadist. Kepada rekan-
rekan keluarga didalam | lingkup Poendok Pesantren
Mahasiswa yang tidak bisa ‘disebutkani“satu persatu.
Terimakasih telah menjadi keluarga dalam kehidtupan.sehari-
hari. Yang selalu mengingatkan ‘dan mengarahkan untuk
selalu beribadah (mengaji, sholat, 'dll). Terlebih sistimewa
Adik Diona Amelia yang selalu menemani dan/mensuport
selama tinggal didalam Pondok.

Akhir kata dengan penuh kerendahan=hati, tetaplah
perlu diakui bahwa dalam skripsi ini masih.. banyak
kekeliruan serta ketidak sempurnaan didalam pembuatannya.
Untuk itu saran dan kritik demi terwujudnya kesempurnaan
sangatlah diperlukan. Oleh karenanya berbagai masukan
yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Daftar Pustaka

[1] Abdulkadir  Muhammad.2000,  Hukum
Indonesia PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

[2]1 Agus Yudha Hernoko. 2009.Hukum Perjanjian “Asas
Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Kencana
Prenada Media Group. Surabaya.

[3] Arie Sukanti Hutagalung dan Suparjo Sujadi. 2005.
Pembeli beritikad baik Dalam Konteks Jual-beli
Menurut Ketentuan Hukum Indonesia. Badan Penerbit
FHUI. Jakarta

[4] Gunawan Widjaya dan Kartini Mulyadi, 2003. “Seri

Perdata

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

(5]

(6]

(7]

(8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17
[18

—

[19]

[20]

Hukum  Perikatan Jual-beli”.
Persada, Jakarta

Henry P. Panggabean. 1992.Penyalahgunaan Keadaan
(Misbruik van omstandigheiden) Sebagai Alasan
(Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai
Perkembangan Hukum di Belanda). Liberty. Bandung.
M.Moerasad. 1977.Tafsiran Singkat Tentang Beberapa
Bab dalam Hukum Perdata. PT. Intermasa. Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian hukum.
Kencana Prenada. Jakarta.

R.Setiawan. 1977.Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bina
Cipta. Bandung.

R.Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan.
1984.Bab-Bab Tentang Hukum Benda.PT. Bina Ilmu.
Surabaya.

R.Subekti. 1989.4neka Perjanjian. PT. Citra Aditya
Bakti. Bandung.

R.Subekti.  1986.4spek-Aspek  Hukum  Perikatan
Nasional Penerbit Alumni-Kotak Pos 272, Bandung.
RiSubekti. 1983.Hukum Perjanjian Cetakan XII.
PT.Intezmasa. Jakarta.

Subekti. 1985.Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan
XXXI/PT slntermasa. Jakarta.

Soetandyo Wignjosubroto. Metode Penelitian Hukum.
Apa dan Bagaimana

Tiutik® Triwulan  Tutik.2008,. Hukum Perdata Dalam
Sistem Hukum s Nasional, Kencana Prenada Media
Group, Surabaya.

Wirjono /Prodjodikoro.Asas-Asas Hukum Perjanjian
Cetakan Ketiga.Vorkink. Bandung.

PT Raja Grafindo

Perundang=undangan:
Kitab"Undang - Undang Hukum Perdata

Yurisprudensi Mahkamah Agung no 663
KatauSipatau1971 tanggal 6 agustus 1973.

Internet:

Trint Handayani, Penguasaan Benda,

http:atauatautrinihandayani.wordpress.comatau2010atau

O5atau20ataupenguasaan-benda-bezitatau, diakses pada
tanggal 10 Agustus 2012

Bezit (kedudukan berkuasa)
http:atauataupremzz.wordpress.comatau?2010atau04atau
2lataukedudukan-berkuasa-bezit atau diakses pada
tanggal 10 agustus 2012


http://trinihandayani.wordpress.com/2010/05/20/penguasaan-benda-bezit/
http://trinihandayani.wordpress.com/2010/05/20/penguasaan-benda-bezit/
http://premzz.wordpress.com/2010/04/21/kedudukan-berkuasa-bezit/
http://premzz.wordpress.com/2010/04/21/kedudukan-berkuasa-bezit/
http://atauataupremzz.wordpress.comatau2010atau04atau21ataukedudukan-berkuasa-b/
http://atauataupremzz.wordpress.comatau2010atau04atau21ataukedudukan-berkuasa-b/
http://atauataupremzz.wordpress.comatau2010atau04atau21ataukedudukan-berkuasa-b/
http://trinihandayani.wordpress.com/2010/05/20/penguasaan-benda-bezit/
http://trinihandayani.wordpress.com/2010/05/20/penguasaan-benda-bezit/

